
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ten tang Pajak Dae rah 
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41. Ta111bal1a11 Lembaran egara No111or 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
No111or 34 Tal1u11 ?000 (Le111bara11 1 egara Republik 
Indonesia Taht111 2000 Nornor 246 Tambahan Lernbaran 
Negara Nornor 4048) ~ 

• 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569) : 

• 

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat : 

Mengingat 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Magelang Tal1u11 Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah · 

' 

a. bahwa ~esuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta 
Strateg1 dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersarna 
antara Pernerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah pada tanggal 13 Nopember 2004. perlu menyusun 
Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2004; 

Meni111ba11g 

~fENT,\NG 

ANGGAR,\N PENOAPAl'1\ l)AN BELAN.JA DAE.RAH 
TAllllN A GGAR1\N 2004 

DENGAN RAI-I MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIJ(OTA MAGE.LANG 

/ 

4. Undang-undang . 
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13. Peraturan . 

12. Peraturan Pemerintah Nomor I 07 Tahun 2000 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4024); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor l 05 Tahun 2000 ten tang 
Pengelolaaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 
(Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor I 04 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 4021) sebagaimana tel ah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 omor 157, Tambahan 
Lernbaran Negara Nomor 4165); 

9. Undang-undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47); 

8. Undang-undang Nornor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 3952) ; 

6. Undang-undan . 
K g omor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan 
Neuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 

egara R blik T . b epu I Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 . 
am ahan Lembaran Negara omor 3848 ) : 

7· 
Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang 
Penye!enggara egara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolus, dan epotisme (Lembaran egara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara omor 
385) ) ; ' 

4. Undang-unda 
Pcrolehan I la~g \ Nonior 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Republik I d " tas Tanah dan Bangunan (Lembaran cgara 
Lembaran 

11 
onesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

egara Nemer 3688) : 

5. Undang-Undan 
Pemerintah g Nornor 22 Tahun 1999 tentang 
1·ahun 199;11 Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
3839) ; omor 60, Tambahan l.ernbaran Negara Nomor 
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Pasal I . 

PERATURAN DAERAH KOTA l\11\GELANG 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 200-1. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah serta TataCara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhirungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah ; 

14 Pct atnran p , , 
Kccltidukan ~llc, uuah ornor I 09 Tahun 200() ten tang 
Dacrah (I en, euangan Kcpala Dacrah clan Wakil Kepala 

· baian Negara Rcpubhk lndoncsia Tahun 2000 
, 0111or 210 1·a l I • c in ia ran Lcmbai an Negara Nomor 4028 ). 

15 Per at uran Ile · · k 
O 

nicr,ntah Nornor 65 1·ahun 200 I ten tang PaJa 
acrah (Len1baran egara Repubhk Indonesia Tahun 200l 
ornor 118, Tan1bahan Lembaran Negara Nomor 4038); 

16· Pera~ran Peme,intah Nomor 66 Tahun 200 I tentang 
Retr b · D · I us, aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal1u11 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4039): ' 

Dengan persetujuan 

1 ~ llt'1 at,11 an Jlc,n 
r,,l.lt'at a Jl' . l lll(Uh ()11101 1 Ok I'ahun 2000 tcnlflll' 

l t1,1ng11un 'I' 1 , I cg,,, a J{cl)til J kt & 11'' n n111 Kcpala I >ncrah (I cm iaran 
I nhun 20()() ) 1 (1 crnharan cgara Rcpuhlik lncloncs1a 
4027): . on,o, 2()9. ran1l)ahan Lcmbaran I cgara Nomor 
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Sebagai landasan operasional pelaksanaan. Walikota menetapkan 
kepurusan renrang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Pasal 4 
1111. 

Lan1piran-la1npira11 sebagaima11a dimaksud dalam Pasal J 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

Pasal 3 

e. Larnpiran V 
f. Lampiran Vl 
g. Lampiran Vll 
h. Lampiran VIII 
j. Larnpiran IX 

d. Larnpiran IV 

c. Lampiran Ill 

b. Lampiran II 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah: ' Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah: ' Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang 
Pernerintahan dan Unit Organisasi Perangkat 
Daerah; 
Dafrar Jumlah Pegawai perGolongar1 dan 
per.labatan; 
Daftar Piutang Daerah: 
Daftar Pinjarnan Daerah; 
Daftar lnvestasi ( Penyertaan Modal); 
Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan 
Daftar Dana Cadangan. 

a. Lampiran I 

Uraian. lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal I, tercantum dalam lampiran 
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

Pasal 2 

Rp. 24.406. 742.000,­ 
Rp. 950.000.000,- 

R p 23 456 742 QQQ - 

Pernbiavaan : 
I. Pe11erin1aan 
2. Pengeluaran 

Rp. t 71.493.003.000.­ 

Rp. 194.895. 745.000,­ 

(Rp. 23.456.742.000,-) Surplus/Defisit 

a. Pcnclapatan 

b. Belanja 

Pnsnl I 

J\nggc1rc111 Pcnclr1) . 
scbagn: hcrikur ':Iatan clan Hclanja Dacrah Tahun Anggaran 2004 

4 
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Ors. ULAEMAN HASAN 
Pembina Tk I 

NIP. 010 171 298 

SEKRET ARIS DAERAH KOT A MAGELANG 

()lundangkan d1 Magelang 
pada tanggal 4 Maret 2004. 

• 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUI\J 2004 NOMOR 1 
Sen A No 1 

H. FAHRIYANTO 

\VALIKOTA Mi\GELANG 

Pn nl s 
l)c1 nnu an l)nl', al, 

• "" m u In 1 , I k 111c1111lun,,n1 dn n I k • 1 icr R u pada tanggal drundangkan dan 
a n suuu c;c1ak tanggAI I Januan 2001 

ga, SUJJA)':1 sctia) 
pcngundangan Pc. tl orang 111cngetahuinya. memer,ntahkan 

' 1 a uran D h Lcmbaran Dae 1 K acra '"' dengan penempatannya dalam 
ra ' ota Magelang 

Ditetapkan di Kagelane 
pada tanggal 2 Maret. 2004 
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